
 
 
 

 
 

 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR     6   TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 3 TAHUN 2012 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KOTA TANJUNGPINANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (1) dan 

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana, Perlu dibentuk 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  

b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah dapat 

membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Tanjungpinang; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 



  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

                            6.    Undang-Undang    Nomor  5     Tahun  2014   tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589); 

        7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 

                             8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

 



  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 4829); 

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang 

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 

Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

 

dan 
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

 
       



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA 
TANJUNGPINANG. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana  Daerah Kota 

Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 3) 

diubah, sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7  ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d , sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 
“Pasal 7 

 

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari: 

a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 

c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 

d. Seksi Pemadam Kebakaran. 

(2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat 

kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan 

kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pasal 8 

 

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 

       Ditetapkan di Tanjungpinang 
       pada tanggal  6 Oktober 2014 

                                                              WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
                                                                                                  

                                                            ttd                        

 
                                                                          LIS DARMANSYAH 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal  6 Oktober 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 
 
ttd 

 
R I O N O 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 6 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU : (   49 /2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


